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ABSTRAK 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

lebih lanjut bagaimanaukedudukan peraturan desa dalamuhierarkiuperaturan perundang-undangan saat ini 

dan bagaimana mekanisme pembatalan terhadap peraturan desa. Isu hukum dalam penelitian ini adalah 
ketidakjelasan dan pertentangan norma. Oleh karenanya terhadap isu hukum tersebut, teknik analisis bahan 

hukum yang digunakan adalah melalui penafsiran dan harmonisasi, dengan menggunakan logika deduktif. 
Hasil penulisan ini bahwa suatu peraturan juga termasuk peraturan perundang-undangan apabila 

diperintahkanuuoleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut meskipun tidak ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) 
peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan karena peraturan desa dibentuk berdasarkan 
kewenangan. Terkait peraturan yang mengatur pembatalan peraturan desa melalui executive review perlu 

dilakukan perubahan karena hal tersebut telah bertentangan dengan konstitusi bahwa peraturan desa 

merupakan peraturan perundang-undangan diubawah undang-undang, sehingga pembatalan peraturan 
desa dilakukan melalui judicial review ke Mahkamah Agung.  

 
Kata kunci: Peraturan Desa, judicial review, Mahkamah Agung. 

 

 

ABSTRACT 

This research is the normative legal research being done to get an idea of how further regulation of 

the village's position in the hierarchy of the current legislation and how the cancellation mechanism against 

the regulation of the village. The legal issue in this research is the vagueness and contradiction norm. Therefore 

against the law issues, legal materials analysis technique used is through interpretation and harmonization, 

using deductive logic. The result was that writing a rule also included legislation when ordered by the higher 

legislation or established on the basis of the authority. So based on these provisions though not asserted in 

article 7 paragraph (1) of the regulation of the village is the village regulations because the regulations were 

formed based on authority. Related regulations governing cancellation rules of the village through the 

executive review of the need for change because it was contrary to the Constitution that the regulation of the 

village is the laws and regulations under the Act, so the village regulations cancellation done through judicial 

review to the Supreme Court. 

 

Keywords: regulation, judicial review, the Supreme Court. 
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A. PENDAHULUAN   

1. Latar Belakang Masalah 

Dalam Pasal 18B ayat (2) konstitusi kita, terdapat suatu prinsip bahwa negara mengakui 

dan menghormati terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Pengakuanidanipenghormatan ini, 

terhadapikesatuanimasyarakat hukum adat tentunya mengandung tuntutan pembaharuan yang 

sesuai dengan perannya sebagai subsistem NKRI yang maju dan modern. Pengakuan dan 

penghormatan itu diberikan sepanjang masyarakat hukum dan hak-hak tradisionalnya masih nyata 

dan berfungsi (hidup), dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara kesatuan. 

Berdasarkan konsep self governing community dan local self government, lahirlah kewenangan 

desa untukimengatur danimengurus rumah tangganya sendiri. Sesuaiidengan Undang-Undang 

tentang Desa, bahwa desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan kewenangan untuk 

mengurusiurusan masyarakat dengan menyesuaikan asaliusul dan adat istiadat setempat, salah 

satu bentuknya adalah peraturan desa. Peraturan desa tersebut dibentuk semata-mata dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa, dan peraturan desa merupakanipenjabaranilebih lanjutidari 

peraturan perundang-undangan yangilebih tinggi. 

Dalam melaksanakan fungsi “mengatur”, desa dapat membentuk aturan, menciptakan 

norma hukum (perintah dan larangan). Pelaksanaan fungsi mengatur tersebut harus sesuai dengan 

norma, standar, prosedur dan kriteria atau yang sering disebut dengan NSPK. NSKP merupakan 

suatu aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan urusan Desa. 

Namun dalam pembentukan NSPK tersebut, khususnya peraturan desa, terdapat problem hukum. 

Yang pertama, yakni terdapat ketidakjelasan kedudukan peraturan desa dalam undang-undang 

tentangiipembentukaniiperaturan perundang-undangan, khususnya Pasal 7 ayat (1). Dalam 

ketentuan tersebut tidak ditegaskan bahwa peraturan desa termasuk peraturan perundang-

undangan. Namun disisi lain, ketika melihat Pasal 1 angka 7 undang-undang tentangiiDesa 

menegaskan bahwaiPeraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan. Sehingga dari kedua 

undang-undang diatas dapat diketahui bahwa terdapat ketidakjelasan terkait kedudukan peraturan 

desa, bahwa apakah peraturan desa termasukiiperaturan perundang-undangan atau apakah 

peraturan desa bukan termasuk keidalam kategori peraturan perundangan. 

Akibat dari ketidakjelasan terkait kedudukan peraturan desa tersebut, tentunya akan 

berpengaruh terhadap siapa yang yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembatalan 

peraturan desa. Jika merujuk pada Pasal 24A ayat (1) UUD Jo Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo Pasal 9 ayat 

(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, ditegaskan bahwa lembaga yudisial 

Mahkamah Agung mempunyai wewenang secara mutlak untuk melakukan pengujian peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Akan tetapi di sisi lain, 

dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Teknis Peraturan Di Desa, menegaskan bahwa  Bupati/Walikota dapatiimembatalkan Peraturan 

Desa yeng bertentangan denganikepentinganiumum dan/atau ketentuan peraturan perundang-

undangan yangilebihitinggi tersebut denganiKeputusan Bupati/Walikota. Dalam ketentuan 

Mendagri ini terdapat mekanisme pembatalan peraturan desa oleh Bupati/Walikota. 

Sehingga, dari problem hukum yang pertama tadi, muncul problem hukum yang kedua, 

yakni siapa yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pembatalan peraturan desa, dan 
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apakah kewenangan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam melakukan pembatalan 

peraturan desa itu sesuai dengan konstitusi serta undang-undang. Menurut hemat penulis, bahwa 

disini terdapat pertentangan norma antara. Sehingga terdapat 2 isu hukum yakni terkait dengan 

ketidakjelasan kedudukan peraturan desa serta adanya pertentangan dalam pembatalan peraturan 

desa. 

Dengan dasar tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pembatalan 

peraturan desa. 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana kedudukan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia? 

b. Bagaimana pembatalan peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan di 

Indonesia? 

3. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif 

(normative legal research), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. 

Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal 

issues) yang ada. Ada 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan 

pendekatan historis (historial approach). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan 

cara studi kepustakaan. Oleh karenanya isu hukum  dalam penelitian ini ketidakjelasan dan 

pertentangan norma, maka teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah melalui 

penafsiran dan harmonisasi, dengan menggunakan logika deduktif. Hasil dari penelitian ini 

adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan.  

 

B. PEMBAHASAN 

1. Kedudukan Peraturan Desa dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. 

Dalam tata urutan norma hukum, menurut theorie van stufenbau rechtsordnung, teori yang 

dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa norma itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam susunan 

hierarki, sehingga normaiyang di bawah bersumberidan berdasarkan padainormaiyangilebih 

tinggi. Suatu teori yang dikembangkan oleh Hans Nawiasky murid Hans Kelsen yang menyatakan 

bahwa norma hukum dalam Negara selalu berjenjang, yang tingkatannya sebagai berikut: 
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Pasal 7 UU 12 Tahun 2011 

Grundnorm 

Norm 

Norm 

Staatsfundamental Norm 

Staatsgrundgesetz 

Fornelle gesetz 

Verordnung 
& Autonones 
atzung 

UUD NRI Tahun1945 

Tap MPR 

Undang-Undang/Perppu 

Peraturan Pemerntah 

Peraturan Presiden 

Peraturan Daerah Provinsi 

Peraturan Daerah kabupaten/Kota 

Teori Hans Kelsen dan Hans 
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1) Kelompok I: Staatsfundamentalnorm (Norma fundamental negara);1 

Norma hukum yang kedudukannya tertinggi dan merupakan kelompokvpertama dalam hierarki 

normavhukum di suatu negara adalah Staatsfundamentalnormvatau yang sering disebut dengan 

Norma fundamental negara. Norma fundamental Negara merupakan normavyang kedudukannya 

tertinggi dalam suatu Negara ini merupakan norma yang telah dibentuk oleh suatu norma yang 

lebih tinggi lagi, tetapi bersifat pre-supposed atau yang ditetapkanvterlebih dahulu oleh masyarakat 

dalam suatu Negara dan merupakan norma yang menjadi tempatvbergantungnya norma-norma 

hukum dibawahnya.  

Berdasarkan teori norma berjenjang atau stufenbau theory dari Hans Kelsen 

yangnkemudianidikembangkanrolehiHansiNawiasky sangat erat terkaitvdengan sistem peraturan 

perundang-undangan dicNegaraiIndonesia, khususnya mengenai tataiurutaniperaturan 

perundang-undangan, baik berdasarkan Hans Kelsen maupunvberdasarkan Hans Nawiasky yang 

menempatkanvnorma hukum secaravberjenjang dari yang tertinggi atau yang paling dasarvke yang 

paling rendah.  

2) Kelompok II: Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara atau Aturan Pokok Negara);2 

Aturan dasar negara atauvaturan pokok negara atau istilahnya yang sering disebut 

Staatsgrundgesetz merupakanvkelompok norma hukum di bawah normavfundamental negara. 

Norma-norma dari aturan dasar negara atau aturan pokokvnegara ini merupakanvaturan-aturan 

umumvyang masih bersifat garisvbesar, sehingga masih bisa merupakan norma hukumvtunggal. 

Menurut Hans Nawiasky, suatu aturan dasarvnegara atau aturanvpokok di suatu Negara dapat 

dituangkan di dalam suatuvdokumen negara yang disebut sebagaivstaatsverfassung, atau dapat juga 

dituangkan di dalam beberapa dokumenvnegara yang tersebar-sebar yang disebutvdengan istilah 

staatsgrundgezets. 

Di dalam setiap aturan dasar negara atau aturan pokok di suatu negaravbiasanya diatur 

terkait hal-hal mengenaivpembagian kekuasaanvNegara di puncakvpemerintahan, dan selain itu 

mengatur juga terkait hubungan antar lembaga-lembaga Negaravtersebut, serta mengatur 

hubungan antara Negara denganvwarga negaranya. Di Negara Indonesia aturan dasar negara atau 

aturan pokok Negara ini tertuang dalam Batang Tubuh UUD dan KetetapanvMPR, serta di dalam 

HukumvDasar tidak tertulis yang seringvdisebutkan dengan Konvensi Ketatanegaraan. Aturan 

dasar negara atau aturanvpokok negara ini merupakan suatu landasanvbagi pembentukan undang-

undang (formell gesetz) danvperaturan lain yang lebihirendah. 

Aturan dasarinegara atau aturan pokok di suatu Negara yang lainnya adalah aturan-aturan 

yangitertuang dalam ketetapan-ketetapan MPRiyang merupakanigaris-garis besar haluan Negara. 

Ketetapan MPRiini juga masihimerupakan aturan-aturan yangibersifat pokok danimerupakan 

aturan-aturan umumiyang bersifat garisibesar, sehingga masihimerupakan normaitunggal serta 

belumidisertai normaisanksi. 

Dengan demikian jelaslah bahwa aturan dasar negara atau aturan pokok Negara 

merupakanisumber dan dasaribagi terbentuknyaisuatu undang-undang (formell gesetz) yang 

merupakaniperaturan perundang-undangan, yakni peraturaniiyang dapat mengikat secara 

langsung terhadap semuaiorang. 

                                                             
1 Maria Farida Indrati S,  Ilmu Perundang-undangan (1), Kanisius, Yogyakarta, 2007, h.46. 
2 Ibid., h.48. 
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3) Kelompok III: Formell Gesetz (Undang-undang);3 

Suatu kelompok norma-norma hukum yang kedudukannya beradaidi bawah aturanidasar 

negara atau aturan pokokiNegara atau istilahnya sering disebut dengan Staatsgrundgesetz, adalah 

formell gesetz atau secara harfiah diterjemahkan denganiundang-undang (formal). Berbeda dengan 

kelompok-kelompokinorma diatasnya, yakni normaidasar Negara daniaturan dasar negara atau 

aturanipokok Negara, makainorma-norma dalamisuatu undang-undang sudahimerupakan norma 

hukum yang lebihikonkret dan terperinci, sertaisudah dapat langsungiberlaku di dalam lingkungan 

masyarakat. Norma-norma hukumidalam undang-undang ini tidak saja normihukum yang bersifat 

tunggal, tetapiinorma-norma hukum itu dapatimerupakan normihukum yang berpasangan, 

sehinggaiterdapat norma hukumisekunder di sampinginorma hukum primernya, dengan demikian 

dalamisuatu undang-undang sudahidapat dicantumkaninorma-norma yangibersifat sanksi, baik 

itu berupa sanksi pidana maupun berupa sanksi pemaksa. Selain itu, undang-undang ini tentunya 

sangat berbedaiidengan peraturan-peraturan lainnya, olehiikarena suatu undang-undang 

merupakaninorma hukumiyang selaluidibentuk olehisuatu lembagailegislatif. 

Dalamisistem peraturan perundang-undangan di Indonesia hanyaidikenal satu nama jenis 

undang-undang, yakni suatu keputusan yang telah dibentukioleh Dewan Perwakilan Rakyat, 

dengan melalui persetujuanibersama Presiden, serta disahkanioleh Presiden. Selain daripada itu, 

tidakiada undang-undang yangidibentuk oleh lembaga yang lainnya baikidi tingkat pusat maupun 

di tingkat daerah, sehingga di Indonesiaitidak ada istilahiundang-undang pusat ataupuniundang-

undang tingkatannya lokal.  

4) Kelompok IV: Verordnung en Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom);4 

Suatu kelompokinorma hukum yang terakhir ini adalah suatu peraturan pelaksanaan 

(verordung) daniperaturan otonom (autonome satzung). Peraturan pelaksanaan dan peraturan 

otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang kedudukannyaiterletak di bawah undang-

undang yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam undang-

undang. Peraturanipelaksanaan bersumber dariikewenangan delegasi sedangkaniperaturan 

otonom bersumber dariikewenangan atribusi. Atribusiikewenangan dalamipembentukan 

peraturaniperundang-undangan (atributie van wetgevingsbevoegdheid) ialahipemberian kewenangan 

membentukiperaturan perundang-undangan yangiidiberikan oleh grondwetiatau wet kepadaisuatu 

lembagainegara atau lembagaipemerintahan. Kewenanganitersebut melekat secara terus-menerus 

dan dapatidilaksanakan atasiprakarsa sendiriisetiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas 

yangidiberikan.  

Delegasiikewenangan dalam pembentukaniiiperaturan perundang-undangan ialah 

pelimpahanikewenangan untuk membentukiperaturan perundang-undangan yangidilakukan oleh 

peraturan perundang-undangan yang kedudukannyailebih tinggi kepadaiperaturan perundang-

undangan yang kedudukannyailebih rendah, baik pelimpahan itu dinyatakan secara tegasimaupun 

tidak. Berlainanidengan kewenangan atribusi, pada kewenangan delegasi kewenanganptersebut 

tentunya tidakpdiberikan, melainkanpdiwakilkan, dan selain itupkewenangan delegasipini bersifat 

sementarapdalam artipkewenangan ini dapatpdiselenggarakan sepanjangppelimpahan tersebut 

masihiada. 

                                                             
3 Ibid., h.51. 
4 Ibid., h.55. 
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a. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 

1) Tap MPR No. III/MPR/2000 

Jenis danihierarki peraturan perundang-undangan menurut TAP MPR ini ditegaskan 

dalam Pasal 2 dan 3. Tataiurutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yakni: 

1) Undang-Undang Dasar;  

2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; 

3) Undang-Undang; 

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu); 

5) Peraturan Pemerintah; 

6) Keputusan Presiden; 

7) Peraturan Daerah. 

 

Pada Ketetapan MPR ini, hierarki yang menempati posisi teratas yakni UUD. Posisi 

peraturan perundang-undangan yang paling tinggi dan dipandang sebagai hukumidasar 

tertulisiiNegara republik Indonesia, yang telah memuatidasar dan garis besar hukum dalam 

penyelenggaraaniiiiiiiNegara. Pada urutan kedua terdapat Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Republik Indonesia yangiiimerupakaniiiputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

sebagaiipengemban kedaulatan rakyatiyang ditetapkanidalam sidang-sidangiMajelis 

Permusyawaratan Rakyat. Pada urutan yang ketiga ada undang-undang yangiidibuat oleh Dewan 

Perwakilan Rakyatiiibersama Presiden untuk melaksanakaniiUndang-Undang Dasar 1945 

sertaiiKetetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di urutan keempat terdapat 

Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang yangidibuat olehiPresiden dalam hal ihwal 

kegentinganiyang memaksa.   

Di urutan selanjutnya terdapat peraturan pemerintah yangidibuat olehipemerintah 

untukimelaksanakaniperintah undang-undang. Selain peraturan pemerintah, diakui juga 

keputusan presiden sebagai salahiisatu jenisiiperaturan perundang-undangan. Jenis peraturan 

perundang-undangan berikutnya yaitu PeraturaniiDaerah. Peraturan daerah 

merupakaniiperaturan untukiimelaksanakaniiaturan hukum diatasnya danimenampung 

kondisiikhusus dariidaerah yangibersangkutan: a) peraturan daerah provinsi dibentukioleh dewan 

perwakilan rakyat daerah provinsi bersama- sama denganigubernur; b) peraturan daerah 

kabupaten/kota dibentukioleh dewan perwakilan rakyatidaerah kabupaten/kota bersama 

bupati/walikota; c) peraturan desa atau setingkatnya, dibentukiioleh badan perwakilanidesa yang 

setingkat, adapun hal terkait tataicara pembentukan peraturan desa atauiyang setingkat diaturioleh 

peraturan daerah kabupaten/kota yangibersangkutan.5   

Dalam TAP MPR ini, dapat menimbulkan beberapa penafsiran dan ketidakjelasan 

terutama pada kedudukan peraturan desa, bahwa apakah kedudukan peraturan desa itu setara atau 

sama dengan kedudukan peraturan daerah atau apakah kedudukan peraturan desa berada dibawah 

                                                             
5 Ibid., h.86. 
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kedudukan peraturan daerah. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) Tap MPR ini menegaskan bahwa 

sesuaiidengan tataiurutan peraturan perundang-undangan ini, makaisetiap peraturan perundang-

undangan yangilebih rendahitidak bolehibertentangan denganiperaturan  perundang-undangan 

yangilebihitinggi. 

 

2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 

Jenis dan hierarkiiperaturan perundang-undangan dalam undang-undang ini, yakni: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang; 

c) Peraturan Pemerintah; 

d) Peraturan Presiden; 

e) Peraturan Daerah; 

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c undang-undang ini menetapkan bahwa termasuk 

peraturan daerah, yakni Peraturan Desa atau peraturaniyang setingkat yang dibentukioleh badan 

perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya. Sehingga, 

peraturan desa ketentuaniini merupakan bagian dari peraturan daerah. Kalau peraturan desa 

dipandang merupakan bagian dari peraturan daerah, proses pembentukan peraturan desa tidak 

dilahirkan dari proses legislasi di DPRD dan Kepala Daerah, tetapi hasil pembahasan antara BPD 

dan Kepala Desa.6 

Apabila hal ini dihubungkan dengan definisi Peraturan Perundang-undangan dalam, 

maka dalam hal ini siapakah yang dimaksud sebagai lembaga Negara dan pejabat yang memiliki 

kewenangan secara penuh , apakah badan perwakilan desa atau kah kepala desa? Menurut Maria 

Farida dalam bukunya berjudul Ilmu Perundang-undangan Jilid 1 bahwa menetapkan 

PeraturaniDesa sebagaiuPeraturan Perundang-undangan adalahitidakitepat. Selain itu, juga tidak 

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pendapat tersebut 

bukan berarti bahwa badanuiperwakilanyidesaybersamaykepalaudesa tidak bolehuiatau tidak 

dapat membentuk peraturankdesa. Sehingga ketentuan dalam Undang-Undang ini harus 

ditegaskan kembali bahwa karena kekhasan dan besarnya pengaruh hukum adat, ketentuan yang 

menyangkut mengenai pemerintahan desa khususnya terkait dengan peraturan desa perlu diatur 

dengan undang-undang tersendiri.7 

 

3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurutiundang-undang ini, yakni: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; 

d) Peraturan Pemerintah; 

e) Peraturan Presiden; 

f) Peraturan Daerah Provinsi; dan 

g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

                                                             
6 Nikmatul Huda, Op. Cit., h. 261. 
7 Nikmatul Huda, Op. Cit., h.266. 
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Sama dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 juga tidak 

mencantumkan peraturan-peraturan pelaksana lainnya dan tidak menyinggung tentang hierarki 

Peraturan daerah dalamihierarki peraturan perundang-undangan. DiidalamiPasal 7 ayat (1) tidak 

lagi mencantumkan Peraturan Desa dan kedudukannya dalam hierarki peraturan perundang-

undangan. Adanya perubahan ini tentu dapat menimbulkan dilema bagi pemerintahan desa, di satu 

sisi untuk menyelenggarakan roda pemerintahan pemerintah desa harus memiliki dasar hukum 

yakni peraturan desa. Desa telah terpisah dari peraturan daerah, sehingga peraturan desa dalam hal 

ini berbeda dan bukan merupakan bagian dari peraturan daerah lagi.  

Dalam konteks Undang-Undang ini, hierarki peraturan perundang-undangan tidak lagi 

semata-mata didasarkan hierarki struktural, tetapi juga dianut hierarki fungsional, sehingga secara 

fungsional Peraturan Desa bukan produk hukum yang dilarang atau menjadi barang haram, tetapi 

tetap diakui keberadaannya dan memiliki daya ikat hukum. Dihapuskannya peraturan desa dari 

hierarki peraturan perundang-undangan tidak menimbulkan implikasi terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan desa, karena BPD tetap dapat membentuk peraturan desa atas dasar perintah dari 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 209.8 

 

b. Kedudukan Peraturan Desa 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 

Undang-undang ini hanya mengatur Desa dari segi pemerintahannya, namun tetap 

mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang 

masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan ketahanan Nasional. Dalam 

Undang-Undang ini dikenal istilah Keputusan Desa. Keputusan desa ini tentunya berbeda 

dengan keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa ialah keputusan yang menyangkut atau 

keputusan yang terkait dengan permasalahan intern organisasi pemerintah desa. Selain itu juga 

keputusan yang terkait dengan kewenangan kepala desa sebagai yang mewakili pemerintah di 

desa setempat atau di desa yang bersangkutan. Keputusan desa jika dilihat dari perspektif 

undang-undang ini bahwa semua keputusan yang telah dimusyawarahkan mufakatkan 

dengan lembaga musyawarah desa oleh kepala desa serta mendapat pengesahan dari 

Bupati/Walikota.  

Keputusan desa tentunya juga berbeda dengan istilah keputusan masyarakat desa. 

Keputusan masyarakat desa dalam perspektif undang-undang ini yakni bahwa keputusan ini 

berasal dari masyarakat desa selaku subyek pembangunan yang memiliki kedudukan dan 

peranan yangvdesisif. Suatu wadahvdan sarana masyarakat untuk berperan adalah LSD. 

Keputusan yang telah diambil oleh LSD atau apapun nama atau istilahnya, dipandang sebagai 

pernyataan kehendak dari masyarakat melalui badan dan/atau organisasi-organisasi non 

pemerintah yang merupakan suatu komponen-komponen LSD setempat. Bagi desa-desa 

administrative (kelurahan), LSD merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk 

mengambil keputusan sepanjang mengenai pernyataan kehendak masyarakat sebagai subyek 

pembangunan. 

                                                             
8 Nikmatul Huda, Op. Cit., h.270. 
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Dalam hal membuat peraturan desa berdasarkan adat yang berlaku dan memenuhi 

ketentuan tentang urusan rumah tangga desa, dibentuk melalui salah satunya keputusan desa. 

Sehingga dalam undang-undang ini tidak dapat dijumpai istilah peraturan desa, melainkan 

yang dapat dijumpai yakni keputusan desa sebagaimanaiyang telah ditegaskanidalam Pasal 18 

Undang-undang ini.  

Keputusan desa juga berbeda dengan keputusan masyarakat desa. Masyarakat desa 

selaku subyek pembangunan mempunyai kedudukan dan peranan desisif. Wadah dan sarana 

masyarakat untuk berperan adalah LSD. Keputusan yang diambil oleh LSD atau apapun 

namanya, dipandang sebagai pernyataan kehendak masyarakat melalui badan dan organisasi-

organisasi non pemerintah yang merupakan komponen-komponen LSD setempat. Bagi desa-

desa administrative (kelurahan), LSD adalah lembaga yang telah memiliki kewenangan 

mengambil keputusan sepanjang mengenai pernyataan kehendak masyarakat sebagai subyek 

pembangunan. Bagi desa-desa yang berotonomi desa, LMD-lah badan yang memiliki 

kewenangan secara penuh untuk mengambil keputusan yang disebut keputusan desa.9 Dalam 

hal membuat peraturan desa berdasarkan adat yang berlaku dan memenuhi ketentuan tentang 

urusan rumah tangga desa, dibentuk melalui salah satunya keputusan desa.  

 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 

Istilah peraturan desa baruidapat ditemukanidalam Undang-undang ini. Melalui 

undang-undang ini, produk hukum peraturan desa diakui keberadaannya sebagai suatu 

perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintah desa, dengan kata lain peraturan desa 

disusun sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa. Di 

dalam Pasal 104 undang-undang ini, apabila disimak isi pasal tersebut, Nampak bahwa 

pemerintahan desa memiliki kemandirian dalam menjalankan roda pemerintahan di desa 

karena telah diberi kewenangan untuk membentuk suatu peraturan desa.10 

Akan tetapi undang-undang ini tetap mempunyai banyak keterbatasan, terutama 

apabila jika dilihat dari bentuk desentralisasi. Pemerintah pusat telah menyerahkan 

sepenuhnya persoalan desa kepada pemerintah kabupaten/kota. Kehendak tersebutlah yang 

dapat memberikan efek terhadap rumusan undang-undang ini dan telah memberikan 

kekosongan terhadap pengaturan desa di tingkat kabupaten/kota. Undang-undang ini hanya 

memberikan suatu dictum yang sifatnya abstrak dalam hal yang terkait dengan desentralisasi 

kewenangan kepada desa. Undang-undang ini telah memberikan efek kabur atau efek 

ketidakjelasan terhadap posisi desa. Mengapa demikian, karena dalam undang-undang ini 

telah mencampuradukkan antara otonomi asli sebagaimana dalam prinsip self governing 

community (otonomi asli) dan terhadap desa sebagaimana prinsip local self government 

(desentralisasi).  

Pengakuan terhadap desa sebagai prinsip self governing community (otonomi asli) 

hanya bersifatvsimbolik dan nostalgia, ketimbang substantive. Titik krusial lain adalah 

perubahan dari kewenangan mengatur dan mengurus “kepentingan masyarakat setempat” 

sebagaimana terumuskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999. 

                                                             
9 Taliziduhu Ndraha, Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, h.128. 

       10 Nikmatul Huda, Op Cit., h.250. 
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b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 

Di dalam Undang-Undang ini, keberadaan Peraturan Desa secarajjimplisit telah 

dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari penegasan dari 

beberapa pasal dalam undang-undang ini dapat diketahui bahwa ada beberapa urusaniyang 

menjadiikewenangan desaiyang harus diatur dalamiperaturan desa, yakni: 1) dalam rangka 

penyelenggaraan urusan pemerintahan desa; 2) penjabaraniilebih lanjutiidari peraturan 

perundang-undangan yangiilebihiitinggi dengan memperhatikaniikondisi sosialiibudaya 

masyarakatisetempat; 3) pembentukan lembaga pemasyarakatan; 4) APBD.11  

Dari penegasan beberapa pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat beberapa 

urusan yang mutlak menjadi kewenangan desa yang harus diatur dalam peratruanvdesa, 

yakni: yang pertama ialah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, yang 

kedua ialah penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

dengan memperhatikan kondisivsosial budaya masyarakat setempat, yang ketiga yakni 

pembentukan suatu lembagavpemasyarakatan, yang keempat yakni pembentukan anggaran 

pendapatan dan belanja desa.12  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Jo Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, KepalajDesajtidak memilikijwewenanguuntukumembentuk 

peraturanvperundang-undangan yangimengikat umum, kecualivPeraturan Desa. 

 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014  

Dalam Undang-undang ini terdapat 3 (tiga) jenis atau 3 (tiga) macam peraturan di 

tingkat desa, yakni terdiri dari peraturan desa (perdes), peraturan kepala desa (perkades), dan 

peraturan bersama kepala desa (pbkades). Pembentukan serta penetapan peraturan desa 

merupakan suatu penjabaran dari berbagai kewenangan yang telah dimiliki desa. Apabila 

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi maka 

tidak boleh bertentangan serta tidak boleh merugikan kepentinganvumum. Kepentingan 

umum dalam hal ini yakni, yang pertama tidak boleh berakibat kepada terganggunya 

kerukunan antara warga dengan masyarakat, yang kedua yakni tidak boleh berakibat kepada 

terganggunya akses terhadap pelayanan publik, yang ketiga yakni tidak boleh berakibat 

kepada terganggunya ketenteramanvdan ketertiban umum, yang keempat yakni tidak boleh 

berakibat kepada terganggunya kegiatan ekonomivuntuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatvdesa,dan yang terakhir yakni tidak boleh berakibat kepada diskriminasivterhadap 

suku, agama danukepercayaan,uras, antar golonganuserta gender. 

Berdasar pada undang-undang ini ditegaskan bahwa Peraturan Desa 

adalahiiperaturan perundang-undangan yangiiditetapkan olehiikepala desaiisetelah 

dibahasiidaniidisepakati bersamaiiBadan PermusyawarataniiDesa. Dari pengertianutersebut 

sangat jelasubahwa kedudukan peraturan desa merupakanusuatuuperaturan perundang-

undangan. Terobosan pengaturan mengenai peraturan desa dalam Undang-Undang Republik 

ini, yaitu dengan pula adanya peraturan bersama kepala desa. Haloiniomerupakanihaliyang 

                                                             
11 Ibid., h.251. 
12 Ibid., h.251. 
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baruydalamkkhasanah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara khusus 

pengaturan mengenai peraturan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. 

Permendagri ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan undang-undang ini. 

Terobosanhpengaturan mengenai peraturan desa dalam Undang-Undang ini, yaitu 

denganppula adanya peraturan bersama kepala desa. Hal ini merupakan halpyang baru dalam 

khasanah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara khususppengaturan mengenai 

peraturan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Peraturan menteripini merupakan pelaksanaan dari 

ketentuan Pasal 89pPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.k 

Apabila peraturanjdesajmerupakan atau termasukiidalam jenis peraturan perundang-

undangan, maka peraturan desa baikiidalam tahapjpembentukan, tahapjperencanaan, tahap 

penyusunan, tahapjjpembahasan, tahapjjpenetapan, sampai dengan tahap pengundangan termasuk 

penyebarluasan harus tunduk pula terhadapjtahapan-tahapanjpembentukan peraturan perundang-

undangan.  

Lalu, bagaimana dengan kedudukan peraturan desa sebenarnya jika ditinjau dari Undang-

Undang tentangiipembentukan peraturan perundang-undangan sebagaiiiundang-undang yang 

mengaturiitentang hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yanguberlakuusaatuini? 

apakah peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan? Secara eksplisit peraturan 

desa merupakan peraturan perundang-undangan. Mengutip pendapat Nikmatul Huda, bahwa 

persoalan status hukum peraturan desa apabila ingin dikaji dari perspektif Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, maka dapat dipergunakan asas lex specialis derogate legi 

generalis. Dalam arti, keberadaan Peraturan Desa diatur secara tegas dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 (lex specialis), sedangkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tentangiipembentukan peraturaniperundang-undangan 

(lex generalis). Denganidemikian dapat dikatakan bahwa status hukum Peraturan Desa mengikat 

secara yuridis karena mendapatkan atribusi kewenangan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004. Sejalan dengan amanat konstitusi bahw peraturan perundang-undangan diakui 

keberadaannya serta akan memiliki kekuatan hukum mengikat apabila peraturan tersebut dibentuk 

berdasarkan kewenangan atau telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. 

Kemudian ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2011, yang menyatakan peraturaniperundang-undangan sebagaimana yangiditegaskan 

dalam ayat (1) diakuiikeberadaannya daniimempunyai kekuatanihukum mengikatiisepanjang 

diperintahkanioleh peraturaniperundang-undangan yangilebih tinggiiatau dibentukiberdasarkan 

kewenangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka kedudukan peraturan desa dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah sesuai dengan pengertianiperaturan perundang-undangan 

sebagaimanaiyang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

yang unsur-unsurnya meliputi;  

a) peraturan tertulis; 

b) memuat norma hukum; 

c) mengikat secara umum; 
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d) dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan melalui 

prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.  

Sehingga dapat diketahui bahwa peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan. 

 

2. Pembatalan Peraturan Desa  

a. Pembatalan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tidak dikenal istilah 

pembatalan peraturan atau pembatalan undang-undang. Akan tetapi istilah batal dapat ditemukan 

secara eksplisit di dalamuPenjelasan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2011. Terhadap berbagai bentuk norma hukum, dapat dilakukan kontrol atau pengawasan 

melalui apa yang biasa disebut sebagai mekanisme kontrol norma hukum (legal norm control 

mechanism). Kontrol terhadap norma hukum itu dapat dilakukan melalui pengawasan atau 

pengendalian politik, pengendalian administrative, atau melalui kontrol hukum (judicial).13 

Pengawasan terhadap norma hukum identik dengan pengujian (review) terhadap peraturan 

perundang-undangan. Pengujian peraturan perundang-undangan dilakukaniuntuk mengetahui 

apakahisuatu peraturaniperundang-undangan tidak saling bertentanganisatu sama lain karena 

pada dasarnya antar peraturan perundang-undangan dalam pemberlakuannya di dalam 

masyarakat diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.14 

Terhadap berbagai bentuk norma hukum, dapat dilakukan kontrol atau pengawasanp 

melalui apa yang biasa disebut sebagai mekanisme kontrol norma hukum (legal norm 

controlpmechanism). Kontrol terhadap norma hukum itu dapat dilakukan melalui pengawasan atau 

pengendalian politik, pengendalian administrative,patau melalui kontrol hukum (judicial).15 

Pengawasan terhadap norma hukum identik dengan pengujian (review) terhadap peraturanp 

perundang-undangan. Pengujianpperaturan perundang-undangan dilakukan untukpmengetahui 

apakahpsuatu peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan satu sama lainpkarena 

padapdasarnya antar peraturan perundang-undangan dalam pemberlakuannya di dalam 

masyarakatpdiharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagipmasyarakat.16 

Dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung memiliki 

kewenangan untuk menguji segala peraturan perundang-undangan diibawahiundang-undang 

terhadapiundang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD yang berbunyi 

bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan 

mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.17 Senada denganiPasal 

tersebut, hal ini juga diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. 

                                                             
13 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Cet.III, Nusa Media, Bandung, 2012,h.113. 
14 Putera Astomo, Op. Cit., h.142. 
15 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Cet.III, Nusa Media, Bandung, 2012,h.113. 
16 Putera Astomo, Op. Cit., h.142. 
17 Ibid., h.167. 
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Pengawasan terhadap norma hukum identik dengan pengujian (review) terhadap 

peraturan perundang-undangan. Pengujian peraturan perundang-undangan dilakukan untuk 

mengetahui apakah suatu peraturan perundang-undangan tidak saling bertentanganysatu sama 

lain karena pada dasarnya antar peraturan perundang-undangan dalam pemberlakuannya di dalam 

masyarakat diharapkan dapat mewujudkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.18 

Dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan, Mahkamah Agung memiliki 

kewenangan secara mutlak untuk mengujiisegala peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang. 

Kewenangan yang diberikan konstitusi kepada Mahkamah Agung diantaranya adalah 

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yakni menguji peraturan perundang-undangan, atau 

secara populer disebut hak uji materiil atau judicial review. Tujuan utama pemberian kewenangan 

hak menguji peraturan perundang-undangan kepada Mahkamah Agung dalam melaksanakan 

fungsi kekuasaan kehakiman adalah untuk mempertegas dan memperkokoh peran dan tugasnya. 

Hal ini dimaksudkan agar Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap semuaitindakan 

pemerintah atau penguasa (to anable the judge to exercise control of government’s action). Secara teknis, 

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2011 

tentang Hak Uji Materiil yangisecara garis besarnyaimengatur beberapa hal berkaitan dengan 

mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di bawahiiundang-undang terhadap 

undang-undang.19 Selain modeliipengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh 

lembaga yudisial (judicial review), ada pula pengujian peraturan perundang-undangan 

yangidilakukanioleh lembagaieksekutif (administrative/executive review).  

Haknmengujinmerupakannpranatanyangnberkaitan erat dengan konsep hukumndasar 

(fundamental law) dan hukumnderajatntinggi (supreme law). Dasaritujuan dari  hakiimenguji  adalah 

melindungiiiiikonstitusi dariiiiipelanggaran atauiiiipenyimpangan yangnimungkinndilakukan 

olehnbadan legislative atau tindakan-tindakan eksekutif. Dengannkatanlain, hak mengujinitu 

diperlukan untukiimempertahankan “supremacy of the constitution”. Jadi haknmengujinhanya 

relevaniijikandipenuhinduansyarat : pertama, harusnterdapatnkonstitusi tertulis yang dianggap 

sebagaiihukum dan mempunyaiikedudukan sebagaiihukum tertinggi. Kedua, konstitusintertulis 

itunharus bersifat rigid, ataunhanyandapat diubah melalui tata carankhusus yangiberbeda dengan 

caraimengubahiundang -undang. 

Dalamnrangka judicial review ininhakim berhaknmelarang dan membatalkanntindakan-

tindakan pemerintahnyang: 

1) Dilakukannsecara sewenang-wenangn (arbitrary), semau-maunyandan berganti-gantin 

(capricious), penyalahgunaannwewenang diskresioner (abuse of discretion) dan lain-

lainntindakannyang tidaknsesuai dengan hukum. 

2) Bertentanganndengan hak-hak konstitusional, bertentanganndengan wewenang atau 

kekuasaan, privilege atauiimmunitas. 

3) Melampaui batas wewenang yang telahnditentukan oleh undang-undang atau tidak 

didasarkan pada suatu hak apapun. 

                                                             
18 Putera Astomo, Op. Cit., h.142. 
19 Ibid., h.168. 
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4) Dilakukan tanpanmemperhatikannatau menurutinprosedur yang telah ditentukannoleh 

hukum. 

5) Tidakndidukung oleh kebenaranndi dalamnfakta-fakta persoalannyang bersangkutannyang 

merupakannsuatu “substansial evidence” dalam tindakannpemerintahntersebut. 

Di Indonesia sebelumnadanyanperubahan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, 

nkewenangan judicial review adanpada Mahkamah Agung tetapi dibatasinhanyanpadanperaturan 

perundang-undangan diiibawah undang-undang. Setelahnadanya perubahan Undang-Undang 

Dasar NRI Tahun 1945, munculnnlembagannbarunnyakninnMahkamah Konstitusiiiyang memiliki 

kewenangan penuh untuk melakukan judicial review padaiundang-undang terhadapiundang-

undang dasar. 

Selain model pengujian peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembagao 

yudisial (judicial review), ada pula pengujianoperaturan perundang-undangan yang dilakukanooleh 

lembagaoeksekutif (administrative/executive review). Contohnya peraturan desa yang diatur dalam 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Pengujian peraturan desa yang diatur 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menggunakan model 

administrative/executive review dimanaokewenangan menguji Peraturan Desa dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota). Secara teknis pengujianoperaturan desa diatur 

dalamoPasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang meliputi: 

1) Tahapvevaluasi; 

Pada tahap ini pengujian dilakukan olehoBupati/Walikota dengan caraomengevaluasi 

RancanganoPeraturan Desa yang telahodibahas dan disepakatiooleh Kepala Desa dan BPD 

berkaitan denganoAPB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa. pada tahap 

evaluasi ini, Bupati/Walikota telah memiliki wewenang penuh untuk membatalkanoRancangan 

Peraturan Desa apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Pada tahap evaluasi pengujian dilakukan dalamobentuk preview artinya rancangan Peraturan 

Desaoyang telah dibahas dan disepakatiooleh Kepala Desa dan BPD belum disahkanooleh Kepala 

Desa. 

2) Tahapvklarifikasi 

Pada tahap ini pengujianodilakukan oleh Bupati/Walikota dengan cara mengklarifikasi 

Peraturan Desa yang telah diundangkan. Padaotahap klarifikasi, Bupati/Walikota juga memiliki 

wewenang untuk membatalkan Peraturan Desa apabila bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada tahapoklarifikasi ini, pengujian dilakukan dalam 

bentuk reviewoartinya, rancangan peraturan desa yang telah disahkan oleh Kepala Desa diuji.20 

 

b. Pembatalan Peraturan Desa 

Pada dasarnya ditempatkannya Peraturan Desa ke dalam hierarki peraturan perundang-

undangan atau peraturan desa merupakan suatu peraturan perundang-undangan dan kedudukan 

peraturan desa berada di bawah Peraturan Daerah, terdapat konsekuensi hukum, khususnya terkait 

kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan judicial review terhadap perundang-undangan di 

bawah undang-undang, bahwa judicial review terhadap Peraturan Desa menjadi kompetensi 

                                                             
20 Ibid., h.187. 
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Mahkamah Agung, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Jo Pasal 

20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Jo Pasal 9 ayat (2) 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Mengingat jumlah desa yang ada 

dalam Negara Indonesia tidak sedikit, tentunya hal ini berakibat pada lembaga peradilan itu sendiri 

karena akan terjadi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. 

Secarannormative, keberadaannnpemerintahnnmerupakan salah satu unsurndari 

tiganunsur pentingnberdirinyansebuah Negaranmodern, dinsamping rakyatndannwilayah. 

Olehnrakyat yangnbersangkutan, sebuahnnorganisasi pemerintahndiberikannkekuasaan (power) 

untuknmenjalankan pemerintahan guna melayaninkepentingan rakyat sebagai salahnsatu tugas 

pokoknya. Dalam menjalankan tugas tersebutnsebuahnpemerintahannnharusnnmendasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlakunagar tercapai ketertiban dalam proses 

pelaksanaannya.21 Seiringidengan pilariutama negaranhukum yaitu asasilegalitas (legaliteitsbeginsel 

atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur), makaiberdasarkan prinsipiini secara eksplisitibahwa 

wewenang pemerintahaniiiberasaliiidariniperaturan perundang-undangan, artinyaiiisumber 

wewenangiibagiiipemerintahnadalahnperaturan perundang-undangan.22 Judicial review diidalam 

suatu negaraiyang menegaskan diriisebagai negara hukum adalahisyarat tegaknyainegara hukum 

ituisendiri. Peraturan perundang-undangan hanyailayak diuji olehisuatu lembaga yudisial. Dengan 

kata lain, suatuiproduk hukumihanya absahijika diujiimelalui institusiihukum bernamaiperadilan. 

Dalam perspektif sistem negara kesatuan atau unitary state (eenheidsstaat) adalah logis untuk 

mengembangkan pengertian bahwa pemerintahan atasan telah memiliki wewenang penuh untuk 

melakukan kontrol maupun pengawasan terhadap unit pemerintahan bawahan. Artinya, 

pemerintahan pusat dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD tentu 

dapat dikatakanomempunyai kewenangan untukomengontrol unit-unit pemerintahanodaerah 

provinsi ataupunopemerintahan daerahokabupaten dan kota. Demikian pulaopemerintahan 

daerahoprovinsi juga dapatodiberi kewenanganotertentu dalam rangkaomengendalikan jalannya 

pemerintahanodaerah kabupatenodan kotaodi bidang pengaturan.  

Yang dikendalikan atau dikontrol olehvpemerintahan atasan itu antara lain adalah kontrol 

atas norma hukum yang ditetapkanvoleh pemerintahan bawahan melalui apavyang dikenal sebagai 

“general norm control mechanism”. Mekanismevkontrol norma umum inilahvyang biasa disebut 

denganvsistem “abstract review” atau pengujianvabstrak yang dapat dilakukanvoleholembaga 

eksekutif, vlembaga legislative, ataupun oleh lembaga pengadilan. Jika “abstract review” itu 

dilakukanvoleh lembaga eksekutif, misalnya, pengujian oleh pemerintahvpusat atas peraturan 

daerah provinsi, makavmekanisme demikian disebutv “executivevreview”. Jikav “abstract review” 

dilakukanvoleh DPRD danvPemerintah Daerah yangvmenetapkan peraturan daerah itu sendiri, 

maka mekanismevpeninjauan kembali semacam ituvdisebut “legislative review” yangvdapat 

menghasilkanvperubahan (amendment) peraturan. Jika pengujian itu dilakukan olehvpengadilan, 

maka hal itulah yang biasa disebut sebagaiv “judicial review”. 

Di sampingv “abstract review”, mekanisme kontrolvatau pengawasan norma juga dapat 

dilakukanvmelalui prosedur “abstractvpreview”, yaitu kontrol yangvdilakukan sebelumvnorma 

hukum yangvbersangkutan mengikatvuntuk umum. Misalnya, setelahvsuatu rancanganvundang-

                                                             
21 Ibid., h.43. 
22 Ibid., h.47. 
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undang disahkanvoleh parlemen tetapi sebelum diundangkanvsebagaimana mestinya, 

pemerintahan atasanvdiberi kewenangan untukvmenguji, menilai, atau bahkanvmenolak 

pengesahan peraturan pemerintahan bawahan. Mekanismevdemikian dapat disebut sebagai 

“executive abstract preview” voleh pemerintahan atasan.  

Dalam hubungannya dengan objek undang-undang, dapat dikatakanibahwa saatiketika 

undang-undang belumiresmi atauiisempurna sebagaiiiundang-undang yang mengikat untuk 

umum, danisaat ketika undang-undang ituisudah resmiimenjadi undang-undang, adalah dua 

keadaaniiyang berbeda. Apabila undang-undang ituiisudah sahiisebagai undang-undang, maka 

pengujian terhadapnya dapatidisebut sebagaiijudicial review. Akan tetapi, apabila statusnyaimasih 

sebagaiirancangan undang-undang danibelum diundangkanisecara resmiisebagai undang-undang, 

makaipengujian atasnyaitidak dapatidisebut sebagai judicial review, melainkanijudicial preview.23  

Dalam teori perundang-undangan, pengujian oleh lembagaieksekutif melalui mekanisme 

executive reviewiibukanlah suatu hal yang baru, bahkan telah menjadiikebutuhan diibanyak negara. 

Sebagaimanaidiketahui, fungsiidari executive review tersebut ialah untukiimemastikan bahwa 

pembuataniperaturan perundang-undangan yangimenjadi otoritasiunit eksekutif yang lebih 

rendahiitidak bertentanganidengan peraturan perundang-undangan yangilebih tinggi, itermasuk 

peraturan perundang-undangan yangidibuat oleh unitieksekutif yangimemiliki kewenangan untuk 

melakukan reviewiidimaksud. Kendatiidemikian, executive reviewihanyalah salahisatu 

instrumentipengujian peraturan perundang-undangan selainijudicial review. Keberadaan executive 

review tidakidapat menggeseriposisi judicial review, sebaliknyaikeberadaan judicial review dapatisaja 

menegasikan keberadaaniexecutive review. 

Dalam Pasal 87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditegaskan 

bahwaiPeraturaniDesaidan peraturanikepalaidesa yangibertentangan denganikepentingan umum 

dan/atau ketentuaniiperaturan perundang-undangan yang lebihiitinggi dibatalkaniioleh 

Bupati/Walikota. Di sisi lain, dalam Pasal 17 khususnya Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 111 Tahun 2014 juga mengatur demikian. Dalam Peraturan Pemerintah dan 

peraturan Mendagri tersebut terdapat mekanisme pembatalan peraturan desa oleh 

Bupati/Walikota. Dari uraian tersebut terlihat bahwa, terdapat dua mekanisme pembatalan 

terhadap peraturan desa, yang seharusnya karena peraturanidesaimerupakaniperaturan 

perundang-undangan,uyang mempunyai kewenangan untuk membatalkan berdasarkan konstitusi 

yakni adalah Mahkamah Agung. Lalu, terkait dengan tindakan Bupati/Walikota dalam 

membatalkan peraturan desa, apakah dibenarkan oleh hukum? Selain terdapat dua mekanisme 

pembatalan terhadap peraturan desa, apakah sesuai kewenangan Bupati/Walikota dalam 

melakukan pembatalan peraturan desa? 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat 

mekanisme executive preview khsusunya dalam Pasal 69 ayat (4) menegaskan bahwa rancangan 

peraturaniidesa tentangiianggaran pendapataniidan belanja desa, ipungutan, tata ruang, dan 

organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan 

menjadi peraturan desa. DalamiPasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 

                                                             
23 Ni’matulvHuda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2017, h.116. 
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Tahun 2014, menegaskan bahwaiPemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota membinaidan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kemudian 

dalam Pasal 115 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, menegaskan 

bahwa Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

sebagaimana ditegaskan dalamiPasal 112 ayat (1) meliputi: memberikan pedomanipenyusunan 

peraturan desa dan peraturan kepala desa. 

Pada dasarnya proses pembatalan peraturan desa sebenarnya tidak jauh berbeda dengan 

proses pembatalan peraturan daerah sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, yakni 

melalui proses pengawasan secara internal, atau yang sering disebut dengan executive preview dan 

executive review. Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2017 lalu, 

bahwa pengujian tersebut dilakukan terhadap beberapa norma dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentangiPemerintahan Daerah. Terhadap pengujian tersebut, amar 

putusan membatalkan kewenangan Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat untuk 

melakukan executive review terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana yang dimuat 

dalam Pasal 251 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentangiPemerintahan 

Daerah. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 

dengan amar putusannya membatalkan Pasal 251 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 2014 khususnya muatan kewenangan Menteri Dalam Negeri sebagai Pemerintah Pusat 

untuk melakukan executive review terhadap Peraturan Daerah Provinsi.  

Dari kedua putusanidiatas, terhadap pasal-pasal yang telah memuat kewenanganiexecutive 

review Peraturan Daerahiioleh Menteri Dalam Negeriidinyatakan tidakiiberlaku lagi, sehingga 

Pemerintah Pusatiisudah tidak memiliki lagi kewenanganiiuntuk melakukaniiexecutive review 

terhadap PeraturaniDaerah Provinsi daniKabupaten/Kota, dan wewenangiuntuk membatalkan 

sertaipengujian terhadapiPeraturan Daerahiihanya adaiipada Mahkamah Agung, melalui 

mekanismeijudicial review. Namun, putusan tersebut tidakidisetujui secara bulatioleh majelisihakim. 

Sejumlah 4imajelis hakimitelah mengajukanidissenting opinion. Argumentasinya yang digunakan 

oleh 4 majelis hakim tersebut yakni, yang pertama bahwa Indonesiaimenganut sistemisatu kesatuan 

hukumiantara pusatidan daerah; yang kedua bahwa kewenangan untuk membentukiiperda 

merupakanibentuk kewenanganiatribusi; yang ketiga bahwa Presidenisebagai penanggungijawab 

tertinggiipemerintahan mempunyai wewenang secara mutlak untuk mengambil suatu tindakan 

terhadapiproduk hukum penyelenggaraipemerintahan yangimengandungicacat;  

Yang keempat yakni bahwa Presiden berkepentingan memastikanipenyelenggaraan 

pemerintahanidi bawahitanggung jawabnyaitidak bertentangan denganiiperaturan perundang-

undangan, kepentingan umum dan kesusilaan. Sehinggaipemberian kewenanganikepada 

Menteriidan gubernurisebagai wakil pemerintah pusat membatalkaniperda ternilaiikonstitusional; 

yang kelima yakni bahwa materiiimuatan perda merupakan materiiyang bersubstansikaniurusan 

Pemerintahan. Sedangkaniiiurusan pemerintahan iadalahiikekuasaan pemerintahaniyangimenjadi 

kewenangan Presiden. Sehingga dengan demikian bahwa, apabilaipembatalan perdaioleh 

Presidenimelalui MenteriiDalam Negeri daniiGubernur sebagai wakilidari pemerintahipusat 

dianggapisebagai normaiyang inkonstitusionalimaka sama pemahamannya denganimengatakan 

bahwaipemerintahan daerahibukan merupakan atau bukan bagianidariikekuasaanipemerintahan 
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yangitanggung jawabiterakhirnya adaidi tanganiPresiden; yang keenam bahwa pembatalaniperda 

merupakaniibagian dari kekuasaaniieksekutif daniitidak dimaksudkan dengan menggantikan 

kewenanganijudicial review. 

Putusan MKitersebut telah menentukan lembaga yang paling memiliki kewenangan secara 

penuh untuk membatalkan peraturan daerah, dan kini Mahkamah Agung merupakan satu-satunya 

lembagauyang memiliki kewenangan penuh dan secara mutlak untuk membatalkan peraturan 

daerah kabupaten/kotai. Selamaiini, pembatalan peraturan daerah selaluidibawa ke 

dalamiiperdebataniiiantaraiiimasukiiikeiiirezim perundang-undangan atau pemerintahan daerah. 

Rezim perundang-undangan melihat peraturan daerah sebagaiiproduk legislative 

sehinggaipengujiannya harusiiditempuhiimelalui judicial review, sedangkan rezim 

pemerintahanidaerah melihat peraturan daerah sebagai produk hukum yang dibentuk oleh 

pemerintahan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Sehingga pemerintahidapat 

membatalkan peraturan daerahimelaluiiexecutive review.24 Lantas, bagaimana dengan pembatalan 

peraturan desa apabila bertentanganidengan kepentingan umumidan/ atau ketentuan 

peraturaniperundang-undangan yangilebih tinggi? Apakah melalui mekanisme judicial review atau 

melalui executive review? 

Apabila melihat ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-

XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016, khususnya Pasal 24A ayat 

(2) UUD NRI Tahun 1945 Jo Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

48 Tahun 2009 Jo Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, 

seharusnya pembatalaniperaturan desa harus melalui judicial review. 

Bahwa dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini tidak 

mengenalikeputusan Bupati/Walikota sebagaiisalah satuijenis dan hierarkiiperaturan perundang-

undangan. Denganiiiidemikianiiiikedudukan keputusaniBupati/Walikota bukanlah bagian dari 

rezim peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk 

membatalkan peraturan desa. Peraturan desa yang kedudukannya sebagaiiprodukihukumiyang 

berbentukiiperaturan (regeling) tidakidapatiiidibatalkaniiidenganiiikeputusan Bupati/Walikota 

sebagaiiprodukihukumiyangiberbentuk keputusan(beschikking). 

Terkait dengan pembatalan peraturan desa, akan berpotensi adanya dualisme putusanii 

pengadilan jika kewenanganipengujianiiatauiipembatalan peraturan desa terdapatipadailembaga 

eksekuitfidanilembaga yudisial. Apabila peraturan desa dibatalkan melaui keputusan 

Bupati/Walikota, upayaihukum yangidilakukan yakni melaluiiPangadilan Tata Usaha Negaraidan 

jika upayaiiihukumiitersebutiidikabulkaniiimakaiiiperaturan desa yangiiiidibatalkan oleh 

Keputusan Bupati/Walikotaitersebut akan menjadi berlaku kembali. Di sisi lain, peraturan desa 

yang berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terdapat 

upaya hukum pengujian melalui Mahkamah Agung, dan jika upaya hukum melalui Mahkamah 

Agung tersebut dikabulkan maka peraturan desa menjadiidinyatakanitidak berlaku. Dari uraian 

tersebut, telah terjadi dualism dalamiipersoalan yangiisama. Potensi dualismeiiputusan pengadilan 

antaraiputusan pengadilan tata usaha negara dan putusan pengujian peraturan desa melalui 

Mahkamah Agung terhadap substansi perkara yang sama dan hanyaiberbedaiprodukihukum, 

                                                             
24 M NurvSholikin, Penghapusan Kewenangan Pemerintah Untuk Membatalkan Peraturan Daerah;  

Momentum Mengefektifkan Pengawasan Preventif Dan Pelaksanaan Hak Uji Materiil MA, Rechtsvinding, 2017, h.3.  
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maka akaniimenimbulkaniiketidakpastian hukum, sedangkan menurut konstitusi telah menjamin 

kepastian hukum melalui Pasal 28D ayat (1). 

Apabila pengujian peraturan desa dilakukan melalui judicial review, tidak menutup 

kemungkinan bahwa akan terjadi kebanjiran perkara di Mahkamah Agung, mengingat jumlah desa 

di Indonesia. Dalam perspektif negara kesatuan adalah logis untuk mengembangkan pengertian 

bahwa pemerintah atasan mempunyai wewenang secara mutlak untuk melakukan kontrol terhadap 

unit pemerintahan bawahan. Artinya dalam konteks negara kesatuan republic Indonesia 

pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk mengontrol unit-unit pemerintahan 

daerahiiprovinsi maupun pemerintahan daerah kabupaten/kota. Demikian pula 

pemerintahaniidaerah kabupaten/kota juga dapat diberikan kewenangan tertentu dalam rangka 

mengendalikan jalannya pemerintahan desa di bidang pengaturan, antara lain misalnya melalui 

kewenangan executive review. Oleh karenaiiitu terhadap peraturanidesaisebagai produk legislative 

di desaiisebaiknyaiihanya di preview oleh pemerintahan atasan apabila statusnya masih 

sebagaiiirancangan peraturan desa yang belum mengikat untuk umum. 

Secara formiil pembentukan peraturan desa adalah hasiliimanifestasi kedaulatan rakyat 

yang dilakukaniimelaluiiiKepalaiiDesaiidaniiBPDi setempat dengan menerima masukan dari 

masyarakat secaraiilisan atauiitertulis dalamiirangka penyiapaniiatau pembahasaniirancangan 

peraturan desa. Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat dapat dilakukaniiidalam 

proses penyusunaniiirancangan peraturan desa. Secara materiil, peraturan desa merupakan 

formulasi hukumiatasikebutuhan dan kekhasanilokalimasing-masing desa. Karenanya, iketika 

materiiimuatan dianggapibertentangan dengan ketentuan umumidan/atau peraturan perundang-

undangan yangilebih tinggi, maka pengujiannya tidakidapat hanya dilakukan secaraiadminsitratif 

sebagaimanaiiikarakter executive review. Pengujianiiatas haliitersebut idealnya diberikan pula 

kepada lembaga yudisial melalui judicial review. Jika peraturan desa mutlak hanya dilihat sebagai 

salah satuiibentuk peraturan perundang-undangan yang berada di bawahiundang-undang, maka 

kewenanganiuntuk menguji hanya berada di Mahkamah Agung. Hal ini tidak dapat dipungkiri, 

bahwa selain merupakan peraturan perundang-undangan di bawahiiundang-undang, bahwa 

peraturan desa juga merupakan suatu produk hukum yang dibentuk oleh pemerintahan desa yang 

kedudukannya berada di bawah naungan pemerintahan daerah.  

Dengan banyaknya peraturan desa yang dibatalkan oleh Bupati/Walikota denganialasan 

bertentanganiidenganiketentuaniperaturan perundang-undangan yangilebih tinggi, kepentingan 

umum dan/ atau kesusilaan, makaiilangkahiiyangiiseharusnyaiditempuhiPemerintahisebelum 

melaksanakan pengawasanirepresifiiimemang sebaiknya jugaiiuntuk mengoptimalkan dalam 

melakukaniipembinaan kepada desa, khususnya pembuatan peraturan desa. Rancangan peraturan 

desa yang kurangitepat segera dikembalikan untuk direvisi kembali, sehingga kemungkinan 

adanyaikesalahanidalamipembuatan peraturan desa dapatidiminimalisirisejauhimungkin. I I I I iiii  

Berdasarkan uraian diatas, sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 karena peraturanidesa merupakan peraturan perundang-

undangan, Pasal 87 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Jo Pasal 17 

khususnya Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, sepanjang 

mengenai pembatalaniperaturanidesaioleh Bupati/Walikota harus dinyatakan bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar, khususnya Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. I I I I iii iii iii  
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Sehingga, terhadap peraturan desa yang melanggar ketentuan umumidan/ atau peraturan 

perundang-undangan yangilebih tinggi, tetapidapat dilakukan pengawasan secara internal, yakni 

pengawasan preventif tetap dilakukan melalui proses atau tahapan evaluasi pada saat peraturan 

desa masih berbentuk rancangan peraturan desa sehingga pengujian ini dilakukan dalam bentuk 

preview. Akan tetapi, untuk membatalkan peraturan desa yang telah diundangkan, apabila telah 

bertentanganidengan ketentuan umumidan/ atau dengan peraturan perundang-undangan yang 

lebihitinggi, berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh 

Mahkamah Agung melalui proses judicial review. 

 

C. PENUTUP 

1. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian tersebut maka sesuai dengan rumusan 

masalah penulis menyimpulkan: 

a) Berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang tentang Desa bahwa desa telah diberi 

kewenangan untuk membentuk peraturan desa. Sesuaiidengan ketentuanidalam Pasal 8 ayat (2) 

undang-undang tentang pembentukaniperaturan perundang-undangan bahwa suatuiperaturan 

juga termasuk peraturan perundang-undangan apabilaiiidiperintahkan olehiiiperaturan 

perundang-undangan yangiilebih tinggiiiatau dibentukiiberdasarkan kewenangan. Sehingga 

berdasarkan ketentuanitersebut meskipun tidak ditegaskan dalamiPasal 7 ayat (1) peraturan 

desa merupakaniperaturan perundang-undangan karena peraturan desa dibentuk berdasarkan 

kewenangan. 

b) Berdasarkan Undang-Undang tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan 

Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 bahwa pembatalan peraturaniidesa dilakukan melalui 

executive review. Akan tetapi hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD 

NRI Tahun 1945, sehingga berdasarkaniketentuan tersebut sesuai dengan konstitusi danidi sisi 

lain peraturan desa merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, 

maka pembatalan peraturan desa dilakukan melalui judicial review ke Mahkamah Agung. 

2. SARAN 

a) Pasal 7 ayat (1) undang-undang tentangipembentukan peraturaniperundang-undangan perlu 

dilakukan perubahan dengan memasukkan peraturan desa ke dalam peraturan perundang-

undangan. 

b) Terkait mekanisme pembatalan peraturan desa perlu dilakukan perubahan dengan mekanisme 

melalui judicial review. 
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